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KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR -
NOMOR 39TAHUN 2000
TENTANG
I7IN LOKASI

WALIKOTA DENPASAR,

3

bahisa untuk pengaturan pemanfantan ruang secara efisien dan efektif di

Wilayah Kota Denpasar diperlukan pengendalian penguasaan tanah ;

. baliwa untuk penpuasaan tanah seperti hurut a diatas yang dapat dikuasai |

oleh perusahann baik perusshasn perorangan maupun perusshaan yeng
berbadan Hukum Myzb mengajukan permohonaa IJjin Lokasi :

bohwa untule mengatur Ijin Lokasi dalam rangka pengendalian
penguasaan tanah perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Denpasar.

Undang - undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok -
pokok Agraria ( Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104 , Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2043 );

Undang ~ undang Nomdr_ 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Fota
Denposar ( Lembaran WNegara Tahun 1992 Nomor 9 ,Tambahan
Lembaran Negara Nomo 3465 ) ;

_Undang - undang Nomor 24  Tahun 1992 tentang Penataan Ruang

( Lemvaran Negara "Tahun 1992 Nomwor 105 ,Tambahan Lembaran
Ne;znmNomor 35013 .

. Undang - undang Nom br 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Draerah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 . Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3839 ) ; '

. Peraturan Pemerintah Momor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha

Hak Guna Bangunan da‘i: Hak Pakai atm; Tanah ;

Peraluran Pemeriniah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Pendayagunaan dan
Penertiban Tanah Terlantar : X

Keputusan Presiden Nonor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan
Nasional :

Keputusan Presiden Nomor 97 Tahm 1993 tentang Tata Cara
Penansmen Modal sebagaimana telah diubah dengan Kepuiusan
Presiden Nomor 115 Tahun 1998 ;
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Menetapkan

9. Peraturan Menteri Negara  Agraria / Kepala Badan Pertanahan
Nasions| Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin
Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman
Modal

10. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional
tanggal 10 Pebruari 1999 Nomor 2 Tolun 1999 tentang Ijin Lokasi.

11. Peraturan Menteri Negara Am‘ar‘iﬁ/'ﬂ:emm Badan Pertanahan Nasiona!
Tanggal 4 Olktober 1999 Nonvor 9° “Tahun 1999, tentang Tata  Cara
Pemberian dan Pembnml an Hak atus tangh Negnrn dan Hak pengelolaan.

12. Keputusan Menteri Negara Agrarin / Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomoer 22 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksmiaan
Pemberian Ijin Lokasi dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri-
Negara Agraria / Kepala Eadan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun
1993 tentang Tata Cara Memperoleh [jin Lokasi dan Hak - hak Atas
Tannh bagi Perrsahann dalam rangka Penanaman Modal

13. Perpturan Daerah Lom Denpasar Nomor 11 Tahun 1995 tentang Ijin
Bangum - bangnnan.
14, Peraturan Daernh Kota Denpasar Nomor 19 Tahun 1995 tantang
Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.
15. Peraturan Daerah K(i_gta Denpasar Nomor 10 Tahun 1999 fentang
Rencana Tata Ruang Vijlayah ( RTRW ) Kota Denpasar ;
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16. Pertauran  Daersh K&t& Denpasar Nomor 4 Tahun 2000 tentang

Perubalin Nomenllatr Kelembangann dun Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintaly Kota Denpasar.,

MEMU TUS} AN :

: KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR TENTANG I7IN LOKASI

Pasal 1
(1) Setiap pu'usnlmnu bml-: perseorangan atau Badan hukum yang teish
memperoleh ijin melakukan penanaman modal, % dalam rangka
memperoleh tanah wajib terlebih dabulu memiliki ijin lokasi cam
Whalilota Denpasar \
(2) Tjin Lokasi sebagaimana uimaksud ayat (1 ) pasal ini tidak dipecicias
~ dalam hal :
a. Tanoh yang akan d{puoleh merupnkan pemasukan (inbreng) &an
para pemegang saham
b. Tanah yang akan d'pﬁroleh merupakan tanah yang sud
oleh perusahaan lain delam rangka m=}anjutkan
sebagian atau seluruh reacana penanamdn “j*"* pert
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c. Tanah yang akon diperoleh diperlukan untuk perluasan usaha yang
sudah berjalan dan untuk perluasan itu telah diperoleh ijin
perluasan ugsha sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan le
tanch tersebut berbatasan dengan lokasi usaha yang bersangkutan ;

d. Tanah yang diperjukan untuk melaksanalkan rencana penaneman
modal, tidak lebih dari S000 M2 imtuk usaha pertanian stan tidak
lebih dari 2500 M2 untuk usaha bukan pertanian.

2. Tanah yang akan dipergunskon untuk meloksanakan rencana
penanaman modal adalah tanah yang sudah dikuasai oleh perusahaan
yong bersanglutan: dengan ketentuan bahwa tanah - tansh tersebut
torletnk di loknsi yang menurut Reneana Tata Ruang Wilayah vang

erloku diperuntukan bagi penggunann yang sesuai dengan rencana
pcnmmmrm modal ; yang bersanglaitan, - :

Hasal 2

Pemberian Ijin Lokasi me"ngm.u kepada Peraturan Dasrah Kota Denpasar

Nomor 10 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wllfwah (RTRW) Fota
P e

Denpasar :

Pasal 3

\ !
(1) Tjin Lokasi akan diberikan apabila: .
8 Untuk Pembanpmer Usaha Pe;‘tmnma dﬂnpan luss lahnn minimel
5000 M2 maksimal 50.000 M2
b. " Untuk Pembangunan Usaha bukan DPertanian dengan luas laben
minimal 2500 M2 maksimal 30.000 M2.

(2) Permononan Ijin Lokasi untuk Pembangunan Usaha Pertanian densan
Juas lahan melebihi 50. 000 M2 dan untuk Pembangunan Usaha bukan
" Pertanian melebihi 30. 000 M” dapat ditolak olsh Walikota Denpasar

(3) Bagi Perusahaan yang tidak memerlukan lagi IJm Lokmrz geperti vang
- dimaleand pada pasal 1 asat 2 dalam Heoutusan ini, waiib mens '
klarifikasi penggunaan timah pada Kantor Pert tanahon Kota Denpass
sebagai kelengkapan persyoratem untuk memperoleh Ijin - ijin Z_--=:; va
diperlukan.
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kepada thkom Dbﬂ])ilb:lf Caq. Bnglsm Pcn{o{aml Se idn uc a : cnpinstr
dengan melampiri :

KTV Peinohon / Ksterangna Domisili ;

Akte Penidirisn Budan Usaha yaig teloh mendapat penpesaios
Nomor Pokok Wajib I'ajak

Gambar / Sket tongh yeng dimohon ;

Pernyataan kﬂchnm.':ﬂ: untuk meh}”_u'm pembebnsan tansh a2
memberikan guofi rugz pada e"‘m-{ lansh dan atan menyedsains
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Aspek penguasaan don teknis tata guna tanah untuk lokasi vang
dimohon dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar |
g Uraianrencnna p.oyek yang akan dibangun ;

h.  Surat Persetujuan: Presiden / Ketua Badan Koordinasi Penanaman
Modal bagi pemohon yang menggunakan fasilitas PMA / PMDN
atau Surat Persetujuan Prinsip dari instansi teknis untuk Budan

~ Usoha yang tidak mer.ggunakan fasilitas penanaman modal ;

i. Identitas anggota RET (apabila permohonan dengan peruntukan

nembangunan perum.han ) ; '

(2) Jjin Lokasi diterbitkan sertn ditandatangani oleh Walikota Denpasar
Jasal §
) .(1__)__,Ijin_,Loknﬂi berlaku selama 1 ( satu ) Tubiuit dan dapat diperpmﬁjang
untuk selama 1 ( satu ) Tahun, apabila tanah yang sudah diperoleh
- mencapai minimal S0 % dari luas tanah yang ditunjuk dalam Ijin Lokasi.
(2) Apabila dalam jangla waktu tersebut dalam ayat 1 pasal ini pemohon
belum dapat membebaskan dan atau menguasai tanah yang dimaksudkan
maka Ijin Lokasi tersebut dinyatakan tidal berlala.
Pasnl 6
Perusahaan yang Permohonan Ijin Lokasinya disehujui oleh Walike

Denpasar dapat memberikan sumbangan kepada Pemerinteh Kota Denpa
sesuni dengan Ketentuan Peraturan Perundang - undangan vang berlakar

wr

Posal 7

fal - hal vang belum diatue dalam Keputusan ini akan ditetanks
Innjut oleh Walikota Denpusnar.

Pasal 8

Keputusan ini pwlai berlaku sejok tanggal ditetaplkan.

Di'let;@km] di  Denpasar
Pado Fanggal 28 Juli 2000
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